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PENDAHULUAN 

Sejarah panjang cukup mewarnai pembangunan perumahan bagi rakyat di Indonesia, yang 

dikhususnya pada pembangunan perumahan murah agar masyarakat lebih mudah dalam hal 

kepemilikan rumah. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang urusan 

pengadaan perumahan yang ditangani oleh pemerintah. Memang pada awalnya program perumahan 

murah ini dimulai dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat, yang salah satu hasil kongres tersebut 

adalah menetapkan Perumahan Nasional (Perumnas) yang merupakan perintis bagi rumah murah di 

Indonesia. Berlandaskan SK Presiden Nomor 05 Tahun 1952 maka dibentuklah djawatan perumahan 

rakyat yang berada dalam naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 

Subsidi yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan seluruh rakyat. Sebaliknya jika penyaluran subsidi tidak sesuai dapat memberi peluang 

terjadinya penyimpangan dalam penyaluran dana. Penyaluran yang tidak sesuai akan menghambat 

pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian subsidi kepada 

pengembang perumahan jika tidak dibantu dengan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan 

akses perkotaan dengan daerah-daerah pengembangan, bisa jadi target pemerintah untuk program 

rumah bersubsidi tidak akan bisa tercapai. Program Rumah bersubsidi yang punya tujuan dalam 

memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan yang rendah (MBR) yang mana 

subsidi ataupun bantuan dalam pembiayaan perumahan termasuk ke dalam bentuk subsidi barang 

yang akan diberikan kepada golongan yang memiliki pendapatan yang rendah dalam hal pemenuhan 

kebutuhan rumah, yakni berupa rumah yang memiliki harga dibawah dari harga pasar (Parmadi, 

2018). 
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 This study aims to determine and describe (1) analysis of the 

implementation of the BTN KPR Policy at Nugraha Asri Housing in 

Kenagarian Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency. The results of 

the study show that (1) the PUPR has carried out its duties properly, 

based on the applicable terms and conditions, then provides 

recommendations for related parties in the acceptance or selection of 

subsidized housing, (2) KPR BTN, emphasizing on terms and conditions of 

borrowing and funding assistance, has emphasized to all consumers when 

entering into a contract, (3) PT. Mandevilla as the developer, played a 

major role in supporting the implementation of the subsidized housing 

target, so that in addition to prioritizing the sale of housing, it also 

provides convenience in management and also emphasizes the provisions 

of subsidized housing, (4) overall, consumers have entered the category 

the provisions of the people who are entitled to receive subsidized housing, 

it's just that there are various compelling circumstances for consumers, 

not being able to live in the housing that has been taken, ranging from 

family reasons, education, work and so on. 
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Melihat kepentingan dan kebutuhan akan rumah setiap individu manusia berupaya maksimal 

agar memiliki rumah, apakah hanya sekedar untuk diri sendiri atapun keluarga kecil bahkan keluarga 

besar. Dalam mengupayakan dan mendorong pemenuhan kebutuhan terhadap kepemilikan rumah, 

sangat diperlukan pengadaan perumahan yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun swasta. 

Perumahan ini diklasifikasikan berdasarkan tipe rumah yang memperhatikan tingkat keterjangkauan 

atau kemampuan/ daya beli oleh masyarakat Indonesia (UU No.1 tahun 2011, 2011) terkait dalam 

pemenuhan kebutuhan permukiman untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) oleh 

pemerintah melalui Undang-Undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri serta bagaimana 

pelaksanaannya melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) dengan 

skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).  

Fasilitas tersebut diberikan kepada Masyarakat sebagai kelompok sasaran dan Pengembang 

Perumahan sebagai penyedia unit Rumah bersubsidi. Pada tataran implementasinya ternyata 

ditemukan banyak rumah bersubsidi yang terjual bukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) sebagai target sasaran. Sehingga kebutuhan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap 

belum dapat dipenuhi (Parmadi, 2018). Pada kasus ini, masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan 

membeli rumah dengan fasilitas KPR ataupun rumah bersubsidi. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang 

akan membeli atau memeperbaiki rumah. Masyarakat yang ingin memiliki rumah dapat mengajukan 

pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) kepada bank dengan cara yang mudah dan aman. Pembiayaan 

kepemilikan rumah (KPR) merupakan solusi bagi masyarakat yang belum mempunyai dana tunai 

yang mencukupi untuk membuat rumah, masyarakat dapat mengangsur biaya rumah secara bertahap. 

Menurut rencana pembiayaannya, kredit pemilikan rumah dibagi menjadi dua jenis, yaitu kredit 

pemilikan rumah bersubsidi yang merupakan kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau memperbaiki rumah yang sudah ada. Bentuk subsidinya 

adalah dengan melonggarkan subsidi kredit dan meningkatkan subsidi untuk perbaikan gedung. 

Kredit bersubsidi ini diatur secara mandiri oleh pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat yang 

mengajukan kredit bisa mendapatkan fasilitas ini. Pada saat yang sama, pinjaman hipotek non-subsidi 

atau komersial adalah pinjaman perumahan untuk seluruh masyarakat.  Cadangan pinjaman hipotek 

ditentukan oleh bank sehingga batas kredit dan tingkat bunga dapat ditentukan sesuai dengan 

kebijakan bank terkait.(Hudiyati; Sarwin, Kiko Napitupulu; Robby, Kurniawan; Aryanti, Dwi 

Rachmawati; Willy, 2017) 

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR No. 

21/PRT/M/2019 tentang Pedoman SMKK, 2017), bahwa kebutuhan akan perumahan baru yaitu 800 

ribu unit rumah per tahun. Angka ini tidak meliputi rumah tangga yang belum memiliki rumah 

sejumlah 13,5 juta unit rumah serta masih ada sekitar 7,6 juta unit rumah yang membutuhkan 

peningkatan mutu, karena tidak memenuhi syarat untuk layak huni. Pemerintah sampai saat ini terus 

memfasilitasi pembangunan perumahan, baik yang dilakukan secara formal maupun secara swadaya. 

Namun berbagai upaya tersebut belum mampu untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan 

perumahan dengan ketersediaan perumahan (backlog) yang setiap tahunnya terus meningkat. Salah 

satu upaya dalam mengurangi angka backlog, yaitu dengan diterbitkannya Undang- Undang No. 1 

Tahun 2011 (Suryani, 2014) Tentang perumahan dan kawasan pemukiman.  

Penataan ini membawa harapan baru, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ini diantaranya Pertama, 

mengatur secara jelas hak atas perumahan setiap warga negara (Pasal 19), semangat peraturan tersebut 

adalah kemauan yang kuat dari legislator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan 

rendah. Selain itu, salah satu pasal bahkan mengatur kewajiban pemerintah provinsi untuk 

mencadangkan dan menyediakan tanah untuk perumahan berpenghasilan rendah (Pasal 17 dan 126) 

(Al Faris et al., 2019). Kebijakan ini memasukkan perumahan dan permukiman kumuh sebagai bagian 

dari pembentukan suatu sistem yang terdiri dari pemeliharaan, pengelolaan perumahan, dan 

pengelolaan kawasan pemukiman. Kedua, mengakui bahwa penyelenggaraan perumahan merupakan 

tanggung jawab negara dan berpedoman pada pemerintah dan pemerintah daerah. Artikel tersebut 

lebih lanjut menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman tidak dapat dipisahkan 

dari pembangunan wilayah, perkotaan atau perdesaan. Pembagian tugas pemerintah dalam 
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pembangunan perumahan dan permukiman mengacu pada otonomi daerah dan kemandirian daerah. 

Ketiga, sistem pembiayaan akan menjadi bagian penting dalam pembangunan perumahan dan 

permukiman. Dalam undang-undang sebelumnya UU No. 4 Tahun 1992 hanya ada satu ketentuan 

pemerintah yang memfasilitasi Pasal 33 Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pasal 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Permukiman bahkan memiliki bab khusus tentang sistem pendanaan dan pembiayaan 

yaitu Bab 10 yang mencantumkan berbagai sistem pembiayaan sampai dengan pembiayaan 

perumahan kedua (Pasal 128). Bab X merupakan cikal bakal program Fasilitasi Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang beroperasi sejak 2010. 

Menurut Pasal 119 tentang dana, bahwa sumber dana untuk memenuhi kebutuhan perumahan 

dapat berasal dari dana APBN. Rencana FLPP adalah pemerintah pusat melalui implementasi 

perbankan mengalokasikan pembiayaan kepada MBR untuk kepemilikan rumah yang dibeli dari 

pengembang. Tujuan dari program FLPP adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat 

berpenghasilan rendah-menengah (MBM) terhadap bantuan pembiayaan perumahan. (Bappenas, 

2015). 

Orientasi pembangunan perumahan dan permukiman saat ini lebih menitikberatkan pada 

permasalahan pembiayaan yang murah. Apabila sumber pembiayaan yang murah belum tersedia 

maka masyarakat yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk membeli rumah tidak terbantu, 

kehilangan kesempatan memiliki rumah dan kemudian dari waktu ke waktu akibat inflasi daya 

belinya menurun dengan harga rumah yang semakin naik. Dengan demikian, fokus penyediaan 

perumahan harus dimulai dari peningkatan sisi permintaan untuk memastikan bahwa masyarakat 

berpenghasilan rendah benar-benar dapat memiliki daya beli pasokan perumahan yang efektif 

(Mangeswuri, 2016).  

Dalam kepemilikan rumah subsidi, ada ketentuan yang ditetapkan sebagai larangan, dimulai 

dengan menunggak angsuran, memberikan keterangan atau pernyataan atau dokumen yang tidak 

benar atau palsu dalam pengajuan KPR BTN Subsidi, menelantarkan rumah atau tidak menghuni 

rumah, menyewakan atau mengalihkan kepemilikan rumah dikecualikan debitur/ nasabah meninggal 

dunia, penghuni telah melampaui lima tahun, dan pindah tempat tinggal sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan. Salah satu diantara Perumahan Subsidi yang dibangun adalah Perumahan 

Nugraha Asri, yang berada di Dusun Tabiang Jorong Tabek Panjang Kenagarian Tabek Panjang 

Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang dijadikan objek tempat penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Tingkat hunian secara keseluruhan bisa terlihat hanya sebagian yang benar- benar telah 

dihuni secara permanen, sisanya ada yang dikontrakkan bahkan ditelantarkan atau dibiarkan kosong 

begitu saja.  

Adapun research problem dalam penelitian ini adalah perluasan variabel-variabel 

penelitian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa sistem pembiayaan KPR dari 

segi kemudahan mekanisme, keterjangkauan dan ketepatan sasaran; dan belum efektif dari segi 

ketersediaan sumber daya dan kemampuan memecahkan masalah (Kusumaningsih & Tyas, 2019). 

Begitu juga penelitian Heri Murniati (2010), bahwa masih banyaknya RSH yang yang dibeli oleh 

masyarakat berpenghasilan menengah keatas dengan memanfaatkan fasilitas subsidi, dengan cara 

tidak memberikan informasi yang akurat pada saat mengajukan KPR. Maka Pemerintah, perbankan, 

hanya harus lebih teliti dalam memberikan subsidi agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak 

(Murniati, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang menganalisis implementasi 

kebijakan KPR BTN dengan menjadikan objek Perumahan Nugraha Asri Di Kenagarian Tabek 

Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Penelitian ini mencoba melakukan modifikasi penelitian 

dari A.A. Ngr Agung Gd Parmadi (2018). Dimana yang menjadi Gap dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan teori dari Charles O. Jones 1996. Maka dari itu dari permasalahan yang peneliti temui 

diatas,  penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KPR BTN pada 

perumahan Nugraha Asri di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. 
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TELAAH LITERATUR    

Implementasi Kebijakan  

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program 

yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi 

negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan 

dijalankan tersebut. Menurut (Dr. J. Salusu, 2015) implementasi sebagai operasionalisasi dari 

berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen 

mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah. Pada dasarnya implementasi menurut 

Pratama (2015) merupakan salah satu tahapan dalam proses kebiajakan public di satu negara biasanya 

dilaksanakan setelah kebijakan dibuat, ditetapkan dengan tujuan yang jelas, dengan jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang.  

Adapun beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi 

diantaranya (Syahida & bin Mansor, 2014). a) Kualitas kebijakan , b) Kecukupan input kebijakan 

(terutama anggaran), c) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan 

(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya), d) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan 

SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya), e) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran 

(apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau 

tidak), f) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan  politik dimana implementasi tersebut 

dilakukan. 

Implementasi  kebijakan  publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik 

adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini 

akan disajikan beberapa pendapat ahli mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut (Hamdi et 

al., 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan 

ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu: 1) Siapa yang 

dilibatkan dalam implementasi, 2) Hakikat proses administrasi, 3) Kepatuhan atas suatu kebijakan, 4) 

Efek atau dampak dari implementasi. 

Model Implementasi Kebijakan Publik 

Empat paradigma implementasi kebijakan, diantaranya adalah a)  konflik rendah-

ambigiutas rendah (implementasi administratif). b) konflik tinggi-ambigiutas rendah 

(implementasi politis). c) Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik). d) 

Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental). 

Kerangka Konseptual dan Hipotesa 

Pada penelitian  ini dapat dilihat kerangka konsep penelitian sebagai berikut: 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis  

implementasi kebijakan KPR BTN (studi kasus Perumahan Nugraha Asri Di Kenegarian Tabek 

Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Dengan menggunakan tipe penelitian deskritif maka 

data dan informasi terkait dengan permasalahan penelitian maka akan dapat dengan mudah di 

deskripsikan dan dipaparkan dengan baik. Adapun teknik pemilihan informan peneliti menggunakan 

prosedur Snowball Sampling sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah konsumen Perumahan Nugraha Asri, Pihak Bank BTN 

dan tim developer yang bertanggung jawab dalam pengambilan project perumahan yang dimaksud. 

Sumber data yang relevan dalam penelitian ini adalah para informan yaitu pihak Kementrian PUPR, 

Manajer Operasional KPR BTN, Manajer Marketing Developer dan beberapa konsumen terpilih 

lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, peneliti 

mengamati dan melihat ke lapangan secara langsung dalam beberapa waktu yang bisa dimengerti, 

sehingga penulis benar- benar mengetahui diantara 34 rumah di Perumahan Nugraha Asri yang 

kondisinya sudah ditempati, belum ditempati atau masih kosong dan belum penuh ditempati serta 

yang dikontrakkan. Serta mengumpulkan dokumen yang didapatkan melalui dokumentasi berupa foto 

kegiatan, foto wawancara, foto keadaan rumah dan data-data lainnya yang berkaitan dengan analisis 

implementasi kebijakan KPR BTN (studi kasus Perumahan Nugraha Asri di Kenagarian Tabek 

Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode etik 

dan emik, data direduksi, dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian untuk menguji 

kredibilitas  dan derajat kepercayaan peneliti menggunakan triangulasi sumber data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk melihat implementasi kebijakan rumah bersubsidi pada Perumahan Nugraha Asri di 

Kenegarian Tabek Panjang Kecematan Baso Kabupaten Baso berdasarkan indikator analisis 

implementasi teori Charles O. Jones, maka masalah analisis implementasi kebijakan publik semakin 

lebih jelas dan luas. Implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis 

yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan 

dengan sumber daya untuk pendukung implementasi kebijakan KPR BTN Perumahan Nugraha Asri 

di Kenegarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam para informan mempunyai 

tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat  perlu adanya peningkatan sumber daya, baik 

sumber daya manusia maupun  yang  lainnya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti  dengan  para informan diketahui bahwa 

kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan KPR BTN Perumahan Nugraha Asri 

di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dibidang pendidikan memang 

rendah, sehingga mempengaruhi mereka untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan  masalah 

dengan cepat, disamping itu kurang memadainya aparat pelaksana dalam mengoperasikan komputer 

mempengaruhi pelaksanaan program tersebut, namun mereka bisa melakukan penjualan kepada 

konsumen dengan caranya tersendiri sehingga target yang diinginkan tercapai.  Berkaitan dengan 

fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan KPR BTN Perumahan Nugraha Asri di Kenagarian 

Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada prinsipnya para informan menyadari bahwa 

permasalahan utama pelaksanaan implementasi kebijakan itu tidak adanya dukungan dana untuk 

kegiatan promosi ke masyarakat seperti untuk tim marketing ke daerah-daerah yang cukup berpotensi 

sebagai konsumen yang akan membeli rumah serta fasilitas yang disediakan perusahaan untuk 

kegiatan operasional juga belum memadai. 

Hasil penelitian yang diperoleh, secara Organisasi dari Kementrian PUPR, selaku yang 

memberi rekomendasi kepada konsumen yang berhak menerima perumahan subsidi, mereka telah 

melakukan selektif yang kuat. Dan kenyataannya keseluruhan dari konsumen sudah memenuhi syarat 

dan ketentuan dari konsumen. Dalam artian jika dikemudian hari ditemukan konsumen yang tidak 

layak menerima, atau bukan konsumen yang tepat dengan berbagai alasan. Namun intinya disaat 

mengajukan bahan, apakah mungkin bahannya di manipulasi atau bahan orang lain atau seperti apa, 

pihak dari kementrian PUPR tidak bisa berbuat banyak lagi.  
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pihak PUPR, telah melakukan tugas dengan semestinya, dengan berlandaskan pada syarat dan 

ketentuan yang berlaku, setelahnya memberikan rekomendasi bagi pihak- pihak terkait dalam 

penerimaaan atau penyeleksian perumahan subsidi; 

b. Pihak KPR BTN, dengan menekankan pada syarat dan ketentuan melakukan peminjaman dan 

bantuan dana, telah menekankan kepada seluruh konsumen disaat melakukan akad; 

c. PT Mandevilla selaku developer, turut andil besar dalam mendukung berjalannya target 

perumahan subsidi, sehingga selain memprioritaskan penjualan dari perumahan, juga 

memberikan kemudahan dalam kepengurusan dan juga memberi penekanan akan ketentuan- 

ketentuan dari perumahan subsidi; 

d. Secara keseluruhan, konsumen sudah masuk ke dalam kategori ketentuan dari masyarakat 

yang berhak menerima perumahan subsidi, hanya saja beragam keadaan memaksa bagi 

konsumen, belum dapat menghuni perumahan yang telah diambil, mulai dari alasan keluarga, 

pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. 

Saran 

a. Pihak PUPR, diharapkan, untuk melakukan kroscek berulang- ulang, karena program 

perumahan subsidi merupakan program dari pemerintah, tentunya menjadi PR kita semua 

dalam mengupayakannya untuk berjalan maksimal; 

b. Pihak KPR BTN, diharapkan, selain memang mengutamakan penjualan atau pendapatan dari 

Bank, diharapkan dengan sangat memahami segala ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, sehingga berlandaskan akan hal itu dalam pemilihan konsumen, benar- benar 

sesuai ketentuan, baik secara penghasilan ataupun dalam hal penghunian perumahan; 

c. PT Mandevilla selaku developer, tentunya juga diharapkan dalam peran andil juga dalam 

menegakkan peraturan dalam kepemilikan perumahan, walau tidak dipungkiri, penjualan 

menjadi target oleh developer, namun memilih konsumen dengan sebaik- baiknya seharusnya 

jadi prioritas utama; 

d. Secara keseluruhan, konsumen diharapkan benar- benar juga turut berempati dalam kebijakan 

dari pemerintah, dengan mengetahui keadaan atau kondisi masing- masing, perumahan 

subsidi tentunya diharapkan bagi mereka yang benar- benar membutuhkan, jika konsumen 

tidak akan bisa menempati sesuai dengan ketentuan yang diharapkan, mungkin lebih baik 

untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat lain yang benar- benar membutuhkan, atau 

setidaknya menunda dalam kepemilikan perumahan subsidi sampai benar- benar sangat 

membutuhkan, sehingga hanya benar- benar masyarakat terpilihlah yang mendapat 

perumahan subsidi khususnya Perumahan Nugraha Asri Jorong Tabiang Kenagarian Tabek 

Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. 
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